KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER- 13 /BC/2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM

Menimbang

Mengingat

I

PEMBERITAHUAN PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa tata cara pemberitahuan dan pendaftaran
International Mobile Equipment Identity (IMEI) telah
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara
Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile
Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi
dalam Pemberitahuan Pabean;

bahwa untuk Ilebih meningkatkan pelayanan dan
pengawasan atas impor perangkat telekomunikasi, perlu
mengatur kembali tata cara pemberitahuan dan
pendaftaran International Mobile Equipment Identity
(IMEI);

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata
Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International
Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat
Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana teIéhL
diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04 /2008
tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
155/PMK.04 /2008 tentang Pemberitahuan Pabean
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1671);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012
tentang Pemberitahuan  Pabean dalam rangka
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari
Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48 /PMK.04 /2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam
rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan
Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 408);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015
tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1898);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang vang
Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1900);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan,
Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1709);



10.

11.

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan,
Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sébagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan. Pabean Impor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran
Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk
Diimpor untuk Dipakai;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dehgan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
09/BC/2019 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang
dan Awak Sarana Pengangkut;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor

Barang Kiriman;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN
PENDAFTARAN  INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT
IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Perangkat telekomunikasi yang rtersambung ke jaringan
bergerak seluler yang selanjutnya disebut Perangkat
Telekomunikasi adalah perangkat telepon seluler dengan
kode HS/pos tarif ex. 8517.12.00, komputer genggam
berbasis seluler dengan kode HS/pos tarif ex.
8471.30.90, dan komputer tablet berbasis seluler
dengan kode HS/pos tarif ex. 8471.30.90.

2. Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak
Internasional atau International Mobile Equipment
Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas
internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor
desimal unik untuk mengidentifikasi sebuah Perangkat
Telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler.

3. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi
perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan
bukan pelintas batas.

4. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang
karena pekerjaannya harus berada dalam sarana
pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.

5. Penyelenggara Pos adalah badan wusaha yang

menyelenggarakan pos.



